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ABSTRAK

Penerapan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak yang
melakukan Tindd< Pidana (Analisis Juridis Terhadap Undang-Undang No. 3
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Pelanggarannya Terhadap Hak
Asasi Manusia);
Maryono : 200321021; 5 (lima) Bab : 120 halaman, Tahun 2007, Kata Kunci
Pcrlindungan Hukum Terhadap: Anak Pelaku Tindak Pidana. Daftar
Acuan 34 Buku (1973-2005); Program Studi Imu Hukum Program Pasca
Sarjana Universitas Krisnadwipayana.

Berkaitan dengan kenakalan anak, ada dua perilaku kenakalan pada anak
atau remaja. 1) Kenakalan anak yang masih normal. Kenakalan ini terlihat sebagai
tindakan yang konyol, bahkan bisa jadi bahan tetawaan serta hiburan bagi yang
mclihat. 2) kenakalan yang negatif ketika perilaku nakalnya sudah mulai
menggaggu atau merugikan lingkungan sosial.

Seorang anak yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana,
maka kepadanya dapat dijatuhkan sanksi khusus. Namun yang barns .diketahui,
hal itu adalah sebagai bcntuk kcnakalan, Apa yang dilakukannya hanyalah
kenakalan, baik yang disengaja karena tidak tahu atau -tidak sengaja dan akibat
akumlasi rasa frustasi serta kekecewaan terhadap lingkungan yang banyak
menakannya. Namun, anak masih dapat dibimbing dan diperbaiki perilakunya ke
arah yang lebih baik.

Penangkapan, penahanan, dan pcmcnjaraan anak seharusnya menjadi
pilihan terakhir dari aparat penegak hukum terkait, realitas menunjukkan antara
law in book (teori) dengan law in action (praktik) kerap terjadi kesenjangan di
negeri ini. Bahkan, penerapan hukum sering dirasakan begitu keras, kaku dan
salah kaprah.

Pcrlakuan yang salah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
memang dapat melahirkan kriminal-kriminal profesional, karena dalam rumah
tahanan (rutran) mereka dapat bergaul dengamn penjatah dewasa. Hal ini terjadi
karena pada diri anak ada proses imitasi. Ketika dia melihat, akan mencoba untuk
meniru. Anak biasanya mclakukan imitasi bagaimana caranya menjadi orang
dewasa Tidak salah jika anak mendapat perlakuan kurang bijak ketika menjalani
proses pemasyarakatan, sekembalinya dari lembaga pemasyarakatan ia akan
melakukan perbuatan serupa. Alangkah ironisnya bila penjara yang tidak kondusif
bagi anak itu malah mencetak penjahat-penjahat kecil yang akan merusak bangsa
ini akibat penanganan yang salah.

Fungsi lembaga pemasyarakatan yang pertama adalah membuat seseorang
jera sehingga tidak melakukan tindakan lagi. Kedua, fungsi isolasi, yaitu
memisahkan seseorang Yyang dianggap dapat merugikan orang lain dari
masyarakat wnum. Kctiga, mendidik yang bersangkutan sehingga dapat
berperilaku lebih baik jika kembali kc masyarakat. Nyatanya, tidak semua fungsi
itu dapat memenuhi tujuannya. Banyaknya pelanggaran hukum psikologis
kcjiwaan, clan sebagian diantaranya dilakukan oleh residivis, menunjukkan fungsi
lembaga pemasyarakatan sering tidak berlaku efektif. Adanya laporan banyak
kejahatan dapat dilakukan dari dalam lembaga tersebut juga menunjukkan isolasi
tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
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DAI |
PENDAIIULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pcrlindungan anak adalah sesuatu yang komplek dan
menimbulkan  berbagai macam permasalahan lebh lanjut, yang tidak selalu
dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang
penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersamn antar kita.

Perlindungan anak adalah suatu hasil intcrrclasi antara fenomna yang
ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kite mau mengetahui
adanya, terjadinya perlindungan anak yang haik atau yang buruk, tepat atau
tidak tepat, maka kita harus mempenatikan fnomena mana yang relevan,
yang mempunyai pcran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Pendapat tersebut melihat dari segi perlindungan anak sebagai suatu
hasil interaksi karena adanya interaksi karena adanya interrelasi antara
fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, jadi perlindungan anak itu
tidak terlepas dari fimomena-fnomena yang ada di dalam masyar&at.
Dikaitkan dengan peradilan and< dan pemidanaannya, Mka dalam hal ini
penulis berpenda pat selain hal-hal lain yang dipertimbangknn dilam peradilan
anak itu harus juga: memikirkan lebih lanjut dan mempertmbangkan tentang
pcrlindungan terhadap anak, terutama sebelum menjatuhkan hukuman dan
setelnh hukuman i« dijatuhkan dnlam perdilnn annk itu Ichih menckankan

pd segi perlindingan anak terutama da B m segi mental, fisik dan sosial anak

terschut.
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Dalam hubungannya dengan pcmidanaan, maka penulis bertitik tolak
dari tujuan pemidanaan yang dituliskan dalam konsep rancangan KUHP
Nasional yang disusun oleh TIM pengkajian dalam hukum Pidana BPHN
tahun 1982/1983 yang mengatakan, maksud dan tujuan pemidanaan ialah:’

I. Mecegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum
demi pengayoman msyar akat.

2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dan dengan demikian
menjadikannya orang yng hik dan berguna serta mampu hidup
bermasyarakat.

3. Menyeleseikan konflikk yang ditimbulkan oleh tindak pidana ‘memulihkan
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Jadi dapat dilihat bahwa jika seseorang itu dijatuhkan pidana oleh
pengadilan, maka dalam rancangan KUIJP Nasional, dapat diihat adanya 3
macam tujuan khusus dari pemidnnann itu sendiri yaitur:"

I. Pencegahan terjadinya tindkan pidana.

2. Mengadakan koreksi terhadap seseorang Yyang telah dipidana, yang
dimaksudkan supaya orang kembali hidup layak di dalam masyarakat.

3. Penyelesaian atas konflik yang ditimbulkan oleh thdak pidena itu dengan
tujunn pokok supnya ada ketenterrnan dalam kehidupan masyarakat dapat
hidup tenang dan damai.

Hak asasi mnnusin adalah sepcrangknt hak yang mclckat pads

hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

" Lihat konsep rancangan K UHP Nasional yang disusun olch TIM penkajinn dalam hukum Pidana

BPIIN tahun 1982/198J.
Aid.



dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung, tingyi dan
dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintal, dan setiap orang deni
kehormatan serta perlndungan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau
kelompok orang termasuk aprat negar haik sengnja ataupn tidak disengaja,
atau kelalaian yang secnrn  melawan hukum mcngurangi, menghalangi,
membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang
yng djamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau
dikkhawatirkan tidak akan mecmperoleh penyelesaian hukum yang adil dan
benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlak.

Dalam hubungannya dengan perlindungan ank, dalam kenyataannya
hak asasi anak sering dilanggar terutama apabila sedang berurusan dengan
pihak penegak hukum. Dalam suatu proses pengadilon, hak asasi anak kcrap
kali terabaikan, padahal anak adalah snma mnusanya dengan orang dewasa,
meskipun demikian proses pengadilan anak memilki sistem peraturan
perundang-undangan tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang pengadilnn anak. Anak sering kurang mendapatkan hak-hak yang
biasanyn diberikan kepada orang-orang dewasn yang melakukan tindak pidana
schingga mengurangi hak asasi anak sebagni orang memiliki hak untuk
diperlakukan sama dalam ha! keadin.

Berdasarkan latar belakung persoalan di atas, maka Penulis mengambil
judu! "Penerpan dn Perlindungnm Hnkum Terhadnp Hnk Asssi Annk

Yang Melakulkkn Tindal Pidna (Analisis Jrids Terhadap Undange







undang. Nomor 3 HIhun 1997 tentang Pengadilan Anak dan
Pelnggarannya Terhadap Hak Asasi Manusia)' dengan pertimbangan
bahwa lal ini ndnlah merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian
yang serius dari seluruh pihak yang berkepentingan dan di dalamnya, dan agar
dapat menjudi tambahan referensi dalam wacana mengenai perlindungan anak

di Indonesia.

B. Rumusan Masalah
Sebagai pengarahan pembahasan masalah yang ingin dikemukakan
terlebin dahulu di sini beberapa permasalahannya yang berkaitan dengan
usaha perlindungan anak adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana peran hukum dalim memberikan perlindnngan terhndap
anak yang melakukan tindak pdana?
2. Bagaimana implikasi perlndungan Hak Asasi Manusia terhadap anak
dalam hal proses peradilan aak?
3, Bagairana peran lembaga Pemasyarakatan Anak setelah anak dalam

lembaga pemasyarak atan?

C. T jun dan Kegunaan Penelitian

I.  Untuk mengetahui mengenai sistem pengadilan anak tersebut ditinjau dari
sudut hukur positif?

2. Bagaiman implikasi perlindungan IHak Asasi Manusa tehadap anak
dalam hal proses peradilan anak?

3. Bagaimanu peran lerbua Perasyarakatan Annk



INn._

D. Kerungk Teorits dan Konscpsional

1. Aspek Hukum Perlindungan Anak

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 1990.
Konsekuensinya,  Indonesia harus memajukan serta  melindungi
kepentingan dan hak anak sebagai manusia, seperti tertera dalam konvensi
tersebut. Dimulai dengan mendiseminasikan definisi ‘'anak' kepada
masyarakat luas, seperti tcrcakup dalam pasal | Konvensi Hak Anak, yang
mendefinisikan 'anak’ sebagat "...setiap manusia yang berusia di bawah
18 tahin kecuali berdasarkan wndang-undang yang herlaku bagi anak
ditentikan bahwa wusia dewasa dicapai lebih awat"? Mecski begitu,
ke@nderungan timbulnya kcbhingungan akan masa pemberlakuan definisi
tersebut membutuhkan penjelasan lebin lanjut.

Oleh karenanya dijelasknn dalam bagian mukadmah konversi
tersebut bahwa '4nak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya,
memerlkan pengamanan dan pemeliharaan  khusis  termask
perlindingan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran®® Dengan
kata lain, definisi tersebut berlBku serenjak anak masih dalam kandungn
hingga mereka mnmpu mencapai kematangan mental, sosinl, dan fisiknya.
Seperti pula telah diakui oleh Departemen Kebtakimun dan Huk A@si
Manusia yang menyptakan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

pasal 52 ayat | dan 2; "Hak anak adlah hak asasi mamusia dan untuk

" Konensi Bak Anak Seri lak Asasi Manusia, terbitan LSPP)

"li4.



kepentinganya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak amak
dalam kandungan."

Anak sebagai makhlk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi
atau hak dasar sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain
yang boleh merampas hak tersebut. Hak dasar anak diakui secara universal
scbagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan ~Bangsa-Bangsa
(PBB), Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak-hak Asasi Manusia,
Deklarasi IL.O di Philadelphia Tawun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi
PBB Tahun 1959 lentang Hak-hak Anak, Konvensi PB Tahun 1966
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi PBB Tahun
1989 tentang Hak-hak Anak. Dengan demikian semua negara di dunia
secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi
hk tersebut.

Salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh
kembang secara utuh baik fisik maupun mental. Jaminan perlindungan hak
dasar tersebut sesuui dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara
sebagaimana tercantum dalarm Pembukaan' Undang-Undang Dasar 1945.

Kesejahterann Anak adalah suatu tata kehdupan dan penghdupan
anak yang dapat menjamin pertumhuhan dan perkemhangannya dengan
wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Berkut adalah
bcberapa pengertian mengenai anak yang tercantum dalam Undange
undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesgahteraan Anak:

Eur”%rlindungan Anak Di‘Mata Hukum & IHak Asdsi Munusia, Kcluaran Departemen

Kehakiman & Hwk Asasi Manusi ([LAM) Republik Indonesia, Direktorat Jendral Perlindungy
HAM




a. Anak adalah sescorang yng belum mencapai umur 21 (dua pulh
satu) tahun dan bclum perah kawin.

b. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi
ayah dan ibu kandingnya.

c. Anak yng tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak

dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani
maupun sosial dengan wajar.

d. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya
melalaikan kewajbannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat
terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

e. Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang
menunjukkan  tingkah laku menyimpang dari  normna-norma
masyaraknt.

f. Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau
jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya

dengan wajar.

. Aspek Huknm Hak Asasi Manusia

Hak (right) adalah tuntutan yang dapat digukan seseorang
tefhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan tersebut. Hak

Asasi Manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai

manusia yang bersifat universal. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar

tapi tak akan pernah dapat dihapuskan.



L bat pembukaan Pemyataan Sejagat tentang

Prinsip-prinsip yang mclandasi hukum hak asasi manusia modem
tclah ada, namun perlu ndnnya suatu standar-standar minimumn bagi
perldcuan terhadap warga Negara olch pcmerintahnya. Hal ini sesuai
dengan Pembuknan Peryntaan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia tahun
1948 oleh PBB yait""

"'pengakuan martabat yang melekat......dan hak yang sama dan talk

dapat dihapuskan dari seluruth anggota masyarakat mamsia

merupakan dasar bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di

dunia... pengabaian dan pelecehan hak-hak asasi mamusin telah

menimbulkan tindakan- indakan biadab....hak ini bersfat esensial

Jjika manusia tidak terpaksa |, ®lk menggunakan cara

pemberontakan terhadap tirani sebagai jalan terakhir, maka hak
asasi manusia itu harus dilindungi oleh rule oflaw"

Hak asasi manusia sering dianggap eksis apabill telah diterapkan
sebagai suatu undang-undang. tetapi eksistensi Hak Asasi manusia tdak
dapat diterangkan secara memadai dari segi pengmdangnn baik sccnra
domcstik maurpun internasional. Jadi agar hak asasi manusia tersedia

secara universal, hak tersebut harus berupa norma-norma moral yang

independen dari pengakuan norma positif. Hak Asasi Manusia harus
ditempatkan dalam tingkat yang paling pokok scbagai moralitasmoralitas

ying dibenarkan

vang beepenfngan dglam meniglla bebnn vk nsngi manusia

adalah pemerintah. Deklarsi PBB menyatakan hahwa hak asasi
manusia memiliki implikasi terhadap perilnku indivitu. Negara memiliki
kewajiban untuk menghnrgni hak asasi orang, tetapi banyak Negara gagal

dan menyerahkannya kepada organisnsi interusional seperti PBB. Hak

Hzilajlk Manusis tahun 1948 olch PDD

Rsas



asasl manusin dipahami sebagai kewajiban bagi pemerintah maupun

individu. Menurut deklarasi universal, kewajiban-kewajiban ini menopang

hak aasi manusia di berbagai bidang termasuk perlindungan hukur,
keamannn serta otonomi pribadi, partisipasi politik, persamaan dan
kesejahtcrann.

Memahami hak asasi manusia sebagai standar-standar inter-asional
yang minimal memiliki dua kelebihan, yaitu:*

a. Hal ini membantu mengesampingkan banyak isu tentang relativitas
budaya yang membatnsi pcranan hak asasi manusia untuk
menyediakan seperangkat persynratan yang umum;

b. Konsepsi tentang hak asasi manusia ini memperbesar peluang hak
asasi manusia dianggap sebagai standar minimal, chn tidak berarti
bahwa hak-hak kesejahteraan tidak dapat dimasukkan ke dalam hak
asasi manusia.

Tanpa adanya suatu rincinn implementasi, sanksi dan stratcgi
pergembangan kepatuhan, suatu daftar hak asasi manusia tdak dapat
dijadikan pemikiran alternatif bagi suatu pertimbangan politik. Terdapat
suatu ketidakpastian dalam hal jaminan hkum terhadap keberadaan hak
asasi ‘manusia secnr internasional dalam suatu ncgara. Timbulya
anggapan bahwa suatu hnk lebih memiliki kepastian hukum apabila telah
diinternasionalisasikan adalah wajar mengingat bahwa suatu hak nsnsi

dalam hukum dometik suatu negarn, hors mencerminkan dan merupaknn

r+M.




natifikasi dari perjanjian-perjnnjian  internasional teriadap keberlakukan dan
penakian atas hak asasi tersebut. Sebab klau tidak ada jaminan dari dunia
internasional tentang hak asasi tersebut, makn pemerintah suatu nera
dnpdt sajn melakukan tindakan-tindakan yang secara nyata borsimpongan ntau
bcrtentangan dengan standar pelaksanaan hak asasi manusin terschut tanpa
dapat dijatuhi oleh ‘anksi apa pun:

Maka dari itu, hak asasi manusia haruslah Icbih dari sekedar
aspirasi- atau keinginan saja, melainkan harus merpakan sesiatu yang
nlami dan prihndi, yang mana pelaksanaannya didasarkan kepada
kesadaran pemerintah dan individial. Juga harus dibuatkan perangkat
pengaruran dan pengawasnnnya ichingga pelaksanaan hak asasi manusia
aknn Ichih cfcktifdnn memiliki kepastiln huknm.

Tcrdapat bcberapa unsur yang cscnsial dariwatu hak, yaitu:

a. Syarat-syarat kepemilikan hak; yaitu mengenai hagaimana indvidu
dapat mempergunakan haknya atau melakukan penuntutan terhadap
siapa saja yang mclanggar haknya.

b. Ruang lingkup suatu hak; yang menentukan bagaimna cara
mempergunakan hak-hak tcrsehut dan pembataannya terhadap hak

orang lain, €bab chagaimana kita ketahui bahwa pada dasarnya hak
asasi dimiliki oleh tiap manisia sehingga dalam pelakanaannya tidak
dapat bersifnt nbsolut karena harus berpapasan dengan pelaksanaan

hak asasi orang lain sehingga perlu diberikan pengaturan dan batasan

dalam mclaksanakan hak asasi manusia,



¢. Pengidentifikasian pihak; yaitu pcnentuan pihak yang tarus berperan
terhadap pengusahaan atas tersedianya kebebasan dalam melaksanakan
hak asasi manusia tersebut,

Dari ketiga wunsur tersebut di atss, terlihat bahwa terdapat
keterkaitan antara masing-masing unsur. Unsur kedua adalah merupakan
jawaban dari permaalahan yang muncul pada unsur pertama, sedangkan
unsur ketiga adalah merupakan jawahan atas permasalahan yang timbul
dari unsur kedua.

Diharapkan hahwwa penjunjungan atau  penuntutan terhadap
pclaksanaan hak asasi manusia harus disertai dengan alasan yang kuat dan
didukung oleh tujuan yang jelas serta berbobot karena kualitas sanpat
diperlukan untuk menunjukkan bagaimana kita harus berperilaku dan
berorganisasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Undang-undang Nomr 39 Tahn 1999 tentang Hak Asssi Manusia

Dalam Pasa! | Undang-undang ini yang dimaksud dcngan:

n. Hak Asasi Manusiaadalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat
dan keberadaan mansin sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
mennpakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan ma-tabat manusia,

b. Kcwajban dasar manusia adalah scpcrangkat kewajihan yang apabila

tidak dilaksanakan, tidak memumgkinkan terlaksananya dan tegnknya

hak asasi manusia.



\t

12

c. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecetan, atau pengeeualian

yang langsung ataupun tidik langsung didasarkin pada pembedaan
manusia atas dasar agams, suku, ras, etnik, kclompok, golongan, status
sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahaa, keyakinan politik, yang
berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapuisan, pangakuan,
pelaksanaan atau penggunaan hak assi manusia dan kebebasan dasar
dalam kchidupan haik idividual maupun kolektif dalam hidang
politik, ckonomi, hukum, sosial, budaya, danspek kehidupan lainnya.
Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dcngan sengaja,
schingga menimbulkan raa sakit atau penderitaan yang hehat, haik
jamani maupun rohani, pada seseorung untnk mempcrolch pengakuan
atau keternngan dari seleorang atau dari orang Kketiga, dengan
mcnghukumnya atas pcrbuatan yang dilakukan atau diduga tclah
dilakukan oleh sescorang atau orang kctiga, atau mcngancam alau
memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alaan yang
didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit ata
penderitaan  itu ditimbulkan olch, atas hasutan dari, dengan
peretujuan, atau sepengetahuan siapa pun dan pejahat publik.

Anak adalah setiap yang bemusia 18 (delapan belas) tahundan belum
menikah, termasuk nnak yang masih dalam kandungan apabila hal
tersebut adalah demi kepentingannya.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah etiap perbuatan seseorang tau

kelompok orang termasuk aparat ncgara haik scngaja ataupun tidak
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disengaja, atau kelalaian yang sccara melawan hukum mengurangi,
menghalangi, membatasi, atau mencahut hak asasi manusia sescorang
atau kclompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak
mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyclesaian
hokum yang adil dan benar, berdasarkan mekanime hukum yang
berlaku.

Pasal 2

Ncgara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi

manusia dan kebchasan dasaar manusi ekhgai yang sccara kodrati mclekat

pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormoti,
dan ditegakkan demi pcningkatan martibat kemanusann, kesejahteraan,
dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

a. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia
yang sama dan ederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk
hidun bcrmasyarakat, berhangsa, dan bernegara dalam semangat
persaudaraan.

b. Setinp orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
perlakuan hukum yang adil serta mendapat kcpastian hukum dan
perlakuan yang sama di dcpan hukum:.

c. Swtiap orang berhak atas perlindungan hak aasi manusia dan

kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
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Pasal 4

Hak untuk hidnp, hak wtuk tidak disiksa, hak kehebasan pribadi,
pikirlm dan hati nurani, hak braama, hak untuk tidak diperbudak, hak
untuk 'diakui ichagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak

untuk tidak dituntut atss dasar hukum yang berlaku surut adalah hak agsi

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kcadaan apa pun dan olch siapa

pun.

Pasal 5

a. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut
dan memperoleh perlakuan serta perlindungan' yang sama sesuai
dengan martabat kemanusiaannya di depan umum.

b. Setiap orang berhak medapat hantuan dan perlindungan yang adil dari

pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

c. Setiap orang yang tcrmasuk kclompok masyarakat yang rentan berhak
memperoleh pcrlakuan dan perlindungan lebih berkenaan 'dengan
kckhususannya.

Pasal 6

b. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, pcrbedaan dan kchutthan
dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh

hukum, masgyarakat, dan pcmerintah.

c. ldentitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah

ulayat dilindungi, iclaras dengan pcrkcmbangan jaman.
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Pasal 7

a. Sctinp orang berlak untuk mcnggunakan semuia upaya hukum nasional
dan forum internasional atas scmua pclanggaran hak aasi manusia
yang dijjamin olch hukum Indonesia dan hukum internasional
mengenai hak asasi ianusia yang telah diteima ncgara Republik
Indonesia.

b. Ketentuan hukum internasional yang telah ditcrima negara Rcpuhlik

Indonesia yang menyangknt hak asasi ‘manusia menjadi hukum

nasional.
Pasal 8
Perlindungan, pcmajuan, pwnegakan, dan pcmcnuhan hak ssasi manusia
tcrutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Mcskipun Undang-undarg Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia telah mencantumkan tentang hak-hak anak, pclaksanaan kewajban
dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan ncgara
untiuk mcmberkan perlindungan pada anak, namun dipandang pecrlu adanya
suatu undang-undang tcrscndiri" schagai landasan juridis bagi pelaksanaar
kewagjiban dan tanggung jawab tercbut dcngan' pertimbangan bahwa
perlindungan anak dalam scgala aspcknya merupakan tagian dari kegiatan
pembangunan nasional, khususnyn dalam memajukun kchidupan berbangsa

dan bernegara.

——

" Undang-undang dimaksd drlah Undnng-undang nomor 23 Tnhun 2002 Tentang Perlindungnn
Anak.
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Indang-Undang Hak Asasi Mnusia tahun 1999, menjclaskan bahwa
setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan
diasuh olch orang tuanya sendiri." Menurut Undang-undangan Republik
Indonesia Nomor 23 Tahu 2002 Tcntang Perlindungan Anak dalam Pasal 16
ayat [I] disebutkan bahwa setiap aiak berhak menperoleh perlindungan dari
sasaran pcnganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak
manusiawi.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tnhun 2002 Tentang Perlindungn
Anak dicbutkan bahwa perlindungan anak adalah scgala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindmgan dari kckcrasan dan
diskriminasi."" Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya
hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal csuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya
nak Indonesa yang berkualitas, berakhlak mulia, dan scjahtcra."'

Perlidungan yang diharapkan anak dalam posisinya s chagai
kclompok sosial mengarahkan pula kcpada pcrlindungan kodrati karena
keterbatisan-keterbatasan yang dimiliki. Faktor keterhatasan kcmampian ini

dischabkan anak berada dalam proses pcrtumbuhan, proses belajar dan proscs

sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa. lak-hak anak dalam kondisi

' Pacal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahin 1999 Tentang Hak Asasi Mansia
"'Pa«al t ayat [2] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentnng Perlindungan Am»k
"Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahn 2002 Tentang Perlindvngan Anak.

r'A
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yang masih di bawah kctcrbatasan seringkali menycbabkan anak dapat
kehilangan hak-haknya dari penguasaan orang tua.

Secara khusus anak merupakan bagian dari lingkaran kecil, yaitu
kcluarga. - Sedangkan secara umum, anak mcrupakan bagian dari lingkungan
besar, yaitu masyarakat. Masalah yang mcnimpa anak tidak hanya dapat
dilihat dari perspektif kcluarga, tapi juga harus dilihat secara keseluruhan.
Pada lingkaran kecil. memang mungkin keluarganya bersalah, tetapi tidak
selamanya kebenaran hakiki akan ditcmui di dalam lingkaran kecil. Mereka
itu adalah korhan daripada scbuah lingkaran besar yang akhirnya mereka
terjebak dan tereksploitasi menjadi anak jalanan. Tidd ada orang yang mau
mcnjadi anak jalanan atau menjadi korban cksploitasi dan itu sudah menjadi
prinsip hukum bahwa mereka adalah orang yang patut dilindungi.

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak schagai pelaku tindak
kcjahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu
yang masih lakil emosi belum mcnjadi subyek hukum, maka penanganan
kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khuus, dimulai
dari hukum acara pidana yang berlaku tcrhadap anak. Hukur acara Pidana
Anak mengatur ecara khusus kewajiban dan hak yang dpcrolch anak.

Wacana anak-anak yang terabaikan dan terlibat dalam suatu tindak
pidana menupakan hal yang erius dan perlu mendapat tindak lanjut. Hal
tersebut bukan sga hanya tanggung jawab dari  keluarga dan masyarakat,
tetapi juga mcrupakan tanggung jawab pemerintah ' dan aparat hukum

(kepolisian, kejakaan, pengadilan dan pengacara). Langkah nyata yang dapat




dilakukan pemerintah adalah dengan mererapkan Undang-undang Pcngadilan
Anak sccara optimal schingga menjadi wadah hukum yang Ibih respon
terhadap kebutuhan anak-anak yang tersangkut tindak pidana. Selain itu
masyarakat juga dapat berperan serta secara aktif dalam proses rehabilitasi
anak pada saat anak terschut kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Sebagai upaya pencegahan, Komnas Pcrlindingan Anak  sementara ini
telah membentuk program Sekolah Ramah Anak (SRA) di 10 propinsi® yang
dilaksankan oleh Depdiknas, UNICEF, Save the Children UK dan YKALI.
Dijelaskan dalam program ini Komnas Perlindungan Anak akan melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap program sekolah tersebut untuk mencegah
kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di rumah tangga. Jika program
tersebut berhadl, pada tahun 2007 program tcrscbut akan dilanjutkan yang
dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan
Anggaran Pendapatan Belnja Daerdh  (APBD)." Dengan program
inidiharapkan kckcrasan teriadap arak tarutama di sekolah relatif Ichih mudah
dicegah. Salah satu upaya pentingnya adalah melatih guru dan tenaga pendidik
untuk mcncegah kckcrasan. Gru juga pcrlu diberikan pelatihan mencari cara
cara alteratif (roblem solving) dalam mengajarkan disiplin, manajcmen

stres, dan tindakan-tindakan lainnya yang mclindungi anak.

"* Daerah yang mendnpatkan pemberlakukan programini adlIsh DKI Jakarta, Jawn Timur, Nus
Tcnggara Barat, Nusa Trnppara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Ultara, Papua,

Kalimantan Barai, dan Nnngrie Acch larissalam.
13 Elisabeth, Stevani, Program Sekolah Ramah Anak (SRA) Upayakan Cegah kiekerasan paa

Anak, http://www.glorianet.org/berita/16192.html
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E. Metode Penelitian

L.

2.

—

Jenis Penelitian

Sesuai dengan metode penelitian yang telah dikenal dalam
kcpustakaan ilmu  hukum: maka kcgiatan ini mcnggunakan tipologi
penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif yang lebih
mementingkan pemahaman data yang ada dari pada 'kuantitas atau
banyaknya data"™ khususnya yang berkaitan dengan magalah penclitian.
Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana akan dijelaskan  mengenai
pengadilan anak di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 3 Tdun
1997, serta potensi yang dimiliki Undang-undang tersebut untuk dapat
melanggar Hak Asasi anak yang melakukan tindak pidana.

Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penclitian ini adalah
dengan  menggunakan pendckatan juridis normatif, yaitu mcnguji dan
mengkaji data sckunder yang bcrkaitan dengan permasalahan yang akan
dilahas.

Telnik Pengumpulan Data

Pada tesis ini, pcngumpulan data yang dilakukan adalah penelitin
kepustakaan (library research), yaitu suatu penclitian yang dilakukan

untuk memperoleh bahan-bahan pustaka dengan melakukan penelitian

data sckunder yang mencakup:

'Moleong, Lexy, Metodologi Peneliian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000, hal. 3.
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a. Bahan hukum primer yang terdapat dalam peraturan perundange
indangan mengenai pengadilan anak yaitu Undang-undang Nomor 3
Tahun 1997 dan ndang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia;

b. Balan hukum sckunder, yailu buku-buku ilriah tentang pengadilan
anak dan masalah Hak Asasi Manusia pada umumnya;

¢, Dahan hukum tertier bcrupa makalah-makalah dan data dari seminars
scminar serta artikel surt kabar atau majalah.

4, Teknik Analisis Data
Setelah semua data terkurpul, kemudian diolah dan selanjutnya
penulis akan melakukan analisis terhadap data-data tersebut secara
kualitatif, dengan demikian hasilnya juga bersifat kualitatif, yaitu dengan
tidak mcnggunakan model-model matematis dan rumusan-rumusan

statistik.

F. Sistematika Penulisan
Babl . Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang diambilnya masalah,
pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian,

kerangka teori* dan konsepsional dan sistcmatika penulisan.

Dab Il . Landasan Teori. Bab ini memuat balasan mengenai uraian umum
mengenai landasan teori tentang hukum acara pilana, landasan
tcori tentang pengertian Hak Asasi Manusia pada umumnya,

pengertian anak pada umumnya dan hal-hal yang berkaitan dengan

kesejahtcraan anak.



Babll

Bal IV

Bab V

2]

Prinsip Hukum Mengenai Pengadilan Anak Menurut Undange

undang Nomar 3 Tahun 1997. Bab ini memuat uraian mengcnai

kctentuan yang berlaku mengenai sistem hukum pengadilan anak
dan proses pcradilannya menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun

1997 yang berlaku sebagai hukum positif.

Analisis masalahmasalah yang bcrkaitan dengan terhadap Undang:

'undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan

Pelanggarannya Terhadap Hak Asasi Manusia. Selain itu juga merbahas
tentang perlindungan terhadap anak pclaku kejahatan, implikasi
perlindungan ham terhadap anak dalam proses peradilan dan peran

lembaga pemasyarakatan anak.

Penutup. Bab ini memuatkesimpulan dan saran.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Wacana anak-anak yang terahaikan dan terlibat dalam suatu tindak pidana
merupakan hal yang serius dan perlu mendapat tindak lanjut. Hal tersebut
bukan saja hanya pemerintah saja, tetapi juga merpakan tanggung jawab
dari keluarga dan masyarkat Selain itu masyarakatjuga dapat berperan
serta sccara aktif dalam proses rehabilitasi si anak pada saat anak tersebut
kembali ke tcngah-tengah masyarakat.

Perlindungan anak dalam suatu kedgiatan bersama yang bertujuan
mengadakan pengamanan, pcngadaan, dan pengawasan kesejahteraan
rohaniah dan jasmaniah yang sesuai dengan kcpcntingannya dan hak
asasinya. Seorang anak yang telah terbukti secara sah melakukan tindak
pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak,
baik menurut pcratiran perundang undangan maupun menurut peraturan
hokum lain yang hidup dan belaku dalam masyarakat, maka kepadanya
dapat dijatuhkan sanksi.

Jadi terhadap anak nakal dapat dijatuhkan bcrdaarkan kctentuan sanksi

yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tafun 1997
ket t 2" mcnl,enai "-Inksi yang diberlakukiln terhadap anak nftknl

Artinya
etcntu

alaklit ketentuian Sank5| yang diatur dalam Undang-undang Pengadlan

Spsk. Bapinmps k-etcnlunn Pasll 22 Undang-undang Nnmor 3 Tahun
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1997 tersebut, ada dua bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak,
adapun sanksi yang dapat dijatuhkan dalam bentuk pidana dan tindakan.
Pcrlakuan khusus terhadap - anak dalam proses pcradilan e rpakan wujud
menusahakan kesejahtcraan anak sebagnimana dimaksud olch Pasal |l
ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak. Perlakuan khusus terhadap pelaku pidana anak
sebagai wujud perlindungan tethadap anak.
. Penangkapan, penahanan, dnn pemenjaraan anak - seharsnyn mcijadi
pilihan tcrakhit dari aparat peneak hukum terkait, sebagaimana
diamanatkan Unding-undang Nomor 3 Talhn 1997 Tentang Pengadilan
Anak, maupun Undang-undang Perlindungan Anak. Akan tetapi, realita
menunjukkkan antara law in hook (tcori) dengan law in action (praktik)
kcrap terjadi  kesenjangan di negeri ini. Bahkan, penerapan hukum sering
dirasakan begitu keras, kaku, dan salah kaprin

Perlakuan yang salah tcrhadap anak yang berkonflik dengan
iukum memang dapat melahirkan kriminal-kriminal protesional, karena
dalam rumah tahanan (rutan) mereka dapat bergaul dengan penjahat
dewasa, begitu juga di Icmbaga pcmasyarakatan. Hal ini terjadi karena
pada diri anak ada proses imitasi. Ketika dia melihat, akan mencoba untuk
meniru. Anak biasanya melakukan imitasi bagaimana caranya menjadi
orang dewasa. Selain itu semakin mudah akses teknologi bagi anak, juga

akan memudahkan akses informasi tentang kejahatan atau kriminalitas

bagi SI anak. Bila kurang baik dalam penyerapan dan pengolahannya,
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pcrilaku buruk dan kenakalan tentu akan menjadi pendorong terjadinya
konflik anak dengan hukum Logikanya, bila dia dituntut menaati
peraturan atau hukum dengan baik maka dia harus belajar dari apa yaig
dilihat dan dirasakannya baik. Suaana memang harus diciptakan sebaik
mungkin untuk bisa dijadikan model dan refrensi nilai sekembalinya arak
ke masyarakat
Tidak salah jika anak mecndapat perlakuan kurang bijak ketika

menjalani  proses pemasyarakatan, sekembalinya  dari  lembaga
pemasyarakatan ia akan melakukan perbuatan serupa. Alangkah ironisnya
bila penjara yang tidak kondusif bagi anak itu malah mencetak penjahate
penjahat kecil yarg akan meruak bangsaini akibat penanganan yang
salah

3, Fungsi lembaga pemasyarakitan yang pertama adalah mcmbuat seseorang
jera sehingga tidak melakukan tindakan lagi. Kedua, fungsi isolasi, yaitu
memisahkan sescorang yang dianggap dapat merugikan orang lain dari
masyarakat umum. Ketiga, mendidik yang bcrsangkitan selingga dapat
berperilaku lebih baik jika kembali ke masyarakat Dalam keyataannya,
tidak semua fungsiitu dapat memenuhi tujuannya. Banyaknya pelanggaran
hukum, dan sebagian diantaranyé dilakukan oleh residivis,
menunjukkan fungsi lembaga pemasyarakatan sering tidak berlaku ¢fektif

Adanya laporan banyak kejahatan dapat dilakukan dari dalam lembaga

tersebutj‘uga micmnjukkan isolasi tidak terfingsi scbngnimana mestinya.

112



115

Dalam ran9ka menduiuing proses reill hitasi auak dalam lembaga

pemasyarakatan, perl ditunjang dengan berhagai sarana antara lain

fasilitas keschatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perpustakaan, - fsilitas
olah raga, fasilitas pcmhinaan keterampilan. Selain itu perlu dipikitkan
mengenai adanya proses asimilasi/reintegrasi. ~ Idealnya, anak - pidana
berhak memperoleh hak cuti mengunjungi keliarga, cuti menjelang bebas
dan. bekerja di luar banginan lembaga yang diputuskan melalui sidang
Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari Kalapas, pchgas dan
guru, serta pembimbing kemasyarakatan (Bapas). Biasanya mereka yaig
memperoleh fasilitas ini adalah mereka yang akan bebas dalam waktu satu
atau dua bulan kerudian. Ini merupakan sebagian dari program asimilasi

di manaanak sccara bcrtahap dikembalikan ke masyarakat

B, Saran-saran

Merujuk pada persoalan-persoalan yang teridentifikasi dalam analisa

situasi anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau sistem peradilan, maka

rekomendasi yang dibcrikan sebagai berikit:

L.

Menaikkan hatas usia rinimal pcrtanggungiawaban kriminal. Mengenai

batas usin minimal pertanggungiawaban kriminal memang berbeda di

ankara banyak negnm' Namun demikian \cita dapat mengacu pada

rekomendasi dari The Beijing Rules dan Konvensi Hak Anak (pada pasal

40 ayat 3) tentang pentingnya menaikkan batas usia minimal

; ) karena semakin tinggi hatas usia
pertanggungiawaban  kriminal,
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pertanggungjawaban Kriminal, maka akan semakin sensitif aturan tersebut
melindungi hak-hak anak. Bcgitu pula sebaliknya.

Segera dilakukan harmonsasi instrumen hukum nasional, yang pauda
beberapa regulasi masih tidak sensitif tehadap kepentingan anak bahkan
kontradiktif satu denganyarg lain, delgan mengacu pada standar yaig ada
pacfa instrumen intemasional baik yang pokok maupun yang bersifat
pedoman.

Menciplakan kemauan politik (political will) pemerintah, khusisnya
pejabat tinggi di kepolisian dan Departemen Kehakiman & HAM untuk
lebih sensitif terhadap kcbutuhankebutuhan dan masalah-masalah yang
khas bagi anak-anak yang berada dalam sistem pcradilan Di artaranya
mengubah kebijakan alokasi anggaran dengan memberikan dukungan dana
yang layak untuk aktivitas perlindungan hak-tak anak dalam sistem
peradilan, mcngubah perspektif terhadap angk—anak yang bcrada pada
otoritasnya, serta keterbukaan menerima dan mcnghargai intervensi atau
bantuan pihak lain untuk bersamasama melakukan upaya memcnuhi hake
hak anak dalam sistem peradilan.

Menguatkan peran, fungsi dan kebanggaan serta kemampuan Petugas
Kemasyarakatan (Balai Pemasyarakatan) sebagai Probation Officer, serta
meningkatkan peran akademisi dan lembaga sosial/kemasyarakatan di satu

jaringan kerja bersama untuk merajukan upaya perlindungan anak-anak

yang berhadapan dengan hukum
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5 Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan menguatkan sensitifitas
terhadap penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak anak yang
berada dalém sistem peradilan, maka harus segera dilakukan pelatihane
pelatihan intensif untuk petugas yang berwenang menangani Juvenile
Justice Systcm. Khususnya berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, hake
hak anak, instrumen-instrumen internasional dan lokal yang menjadi
rijukan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

6. Menycdiakan alternatif-alternatif penanganan non-formal terhadap pcrkara
anak, yang scmuanya itu didasari semangat untuk mcnghindarkan anak
dari proses peradilan formal, penahanan dan pemenjaraan yang saigat
potensial membawa banyak kerugian bagi anak Altermatif penanganan
non-formal ini' dilakukan dengan cara mendayagunakan dan mendasarkan

pada seluruh kemampuan yang dimiliki komunitas.
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